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Abstrak

Eksploitasi anak merupakan persoalan sosial yang semakin kompleks di era digital, terutama melalui media
sosial, platform daring, dan komersialisasi identitas anak dalam ruang publik digital. Fenomena ini hadir dalam
bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual, dan berkembang ke ranah digital melalui konten daring, perekrutan
melalui media sosial, hingga komersialisasi anak dalam ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis
representasi eksploitasi anak dalam media massa daring serta konstruksi perlindungan anak dalam kebijakan
publik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Critical Discourse Analysis
(CDA) Norman Fairclough yang menekankan analisis pada dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Data
penelitian diperoleh melalui purposive sampling terhadap lima judul berita eksploitasi anak pada media daring
Kompas.com untuk periode Juli - Desember 2025 dan dalam kaitannya dengan dokumen kebijakan berupa Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data,
kategorisasi tema, interpretasi wacana, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa
cenderung merepresentasikan eksploitasi anak melalui narasi kriminalitas, moralitas, dan sensasionalisme digital.
Anak dikonstruksikan sebagai korban pasif dan rentan, sedangkan pelaku direpresentasikan sebagai aktor kriminal
individual tanpa menampilkan akar struktural seperti kemiskinan, patriarki, dan kapitalisme digital. Pada sisi
kebijakan, negara direpresentasikan sebagai aktor dominan dalam perlindungan anak melalui pendekatan hukum
dan kontrol sosial. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian CDA dengan menghubungkan
representasi media, relasi kuasa, dan implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks ruang publik
digital.

Kata kunci: analisis wacana kritis, eksploitasi anak, kebijakan publik, media massa, perlindungan anak

Abstract

Child exploitation is an increasingly complex social issue in the digital era, particularly through social
media, online platforms, and the commercialization of children's identities in the digital public sphere. This
phenomenon manifests in the form of economic and sexual exploitation, and has expanded into the digital realm
through online content, recruitment through social media, and the commercialization of children in the digital public
sphere. This study aims to analyze the representation of child exploitation in online mass media and the construction
of child protection in public policy in Indonesia. The study used a qualitative approach with Norman Fairclough's
Critical Discourse Analysis (CDA) method, emphasizing analysis on the dimensions of text, discursive practices, and
social practices. The research data were obtained through purposive sampling of five child exploitation news titles
on the online media Kompas.com for the period July - December 2025 and in relation to the policy document Law
Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The analysis was conducted through the stages of data reduction,
theme categorization, discourse interpretation, and source triangulation. The results of the study indicate that mass
media tend to represent child exploitation through narratives of criminality, morality, and digital sensationalism.
Children are constructed as passive and vulnerable victims, while perpetrators are represented as individual
criminals without addressing structural roots such as poverty, patriarchy, and digital capitalism. On the policy side,
the state is represented as the dominant actor in child protection through legal approaches and social control. This
research contributes to the development of CDA studies by linking media representation, power relations, and the
implementation of child protection policies in the context of the digital public sphere.

Keyword: critical discourse analysis, child exploitation, public policy, mass media, child protection

P-ISSN 1693-3516 | E-ISSN 2528-7575 296



Jurnal Niara Vol. 19, No. 2 September 2026, Hal. 296-313

1. PENDAHULUAN

Di tengah percepatan transformasi digital dan meluasnya penggunaan media sosial, eksploitasi
anak muncul sebagai salah satu krisis sosial paling kompleks dalam masyarakat kontemporer Indonesia.
Fenomena ini tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional seperti pekerja anak atau perdagangan
manusia, tetapi telah berkembang ke ruang digital melalui konten daring, perekrutan berbasis media sosial,
eksploitasi seksual virtual, hingga komersialisasi identitas anak dalam ekonomi platform digital. Eksploitasi
seksual anak didefinisikan sebagai keterlibatan anak di bawah umur dalam aktivitas seksual sebagai
imbalan atas sesuatu dari pelaku atau pihak ketiga (misalnya, keuntungan atau manfaat, janji akan hal
tersebut, atau sekadar menghindari bahaya) (Josenhans et al., 2025).

Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya menciptakan ruang komunikasi
baru, tetapi juga membuka peluang baru bagi reproduksi ketimpangan sosial dan eksploitasi kelompok
rentan. Di satu sisi, perkembangan media digital memperluas akses informasi masyarakat, namun di sisi
lain juga meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi yang semakin tersembunyi, kompleks, dan
sulit diawasi negara Prantya (2017). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi anak tidak dapat
lagi dipahami semata sebagai persoalan kriminal individual, melainkan sebagai persoalan sosial yang
berkaitan dengan relasi kuasa, kapitalisme digital, budaya media, dan lemahnya tata kelola perlindungan
anak di ruang publik digital.

Secara konseptual, eksploitasi anak mencerminkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang
berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Menurut Waluyadi ( 2009)
eksploitasi merupakan segala bentuk tindakan pemanfaatan seseorang untuk memperoleh keuntungan
tertentu, baik dalam bentuk pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, maupun pemantfaatan fisik dan
seksual. Dalam konteks anak, eksploitasi tidak hanya menyebabkan penderitaan ekonomi dan sosial, tetapi
juga meninggalkan trauma psikologis jangka panjang yang memengaruhi tumbuh kembang anak secara
menyeluruh. Sebagaimana dijelaskan oleh Khairunnisa & Apsari (2019), eksploitasi seksual anak
memengaruhi kondisi biologis, psikologis, dan kesehatan mental korban sehingga berdampak pada
perkembangan sosial anak di masa depan.

Di Indonesia, persoalan ini semakin kompleks karena eksploitasi anak sering kali beririsan dengan
kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya literasi digital, dan budaya patriarki yang masih kuat dalam
masyarakat. Selain itu, media massa dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam
membentuk pemahaman publik terhadap eksploitasi anak. Media cenderung membingkai kasus eksploitasi
melalui narasi kriminalitas dan moralitas (Lee, Lee & Jun, 2023), sedangkan negara lebih menekankan
pendekatan normatif dan legal-formal melalui regulasi perlindungan anak. Sebagaimana terlihat dalam
pemberitaan media daring nasional seperti Kompas.com, eksploitasi anak kerap direpresentasikan sebagai
kisah kriminal dan pelanggaran moral (Zahra Harahap et al.,2025) , sementara kebijakan pemerintah lebih
menonjolkan aspek perlindungan hukum dan tata kelola perlindungan anak melalui regulasi seperti
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak
berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran,
kekerasan, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya (Novianti & Sahrul,2020).

Namun demikian, meningkatnya kasus eksploitasi anak di ruang digital menunjukkan bahwa
keberadaan regulasi formal belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas eksploitasi anak di era
media digital. Kondisi ini semakin diperparah oleh fenomena anak dari keluarga rentan yang terlibat dalam
produksi konten daring demi keuntungan ekonomi atau menjadi sasaran eksploitasi berbasis media sosial
akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi digital masyarakat (Mingkase & Rohmaniyah, 2024;
Rainpina et al., 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas eksploitasi anak dari berbagai perspektif, mulai
dari hukum, sosial, psikologis, hingga media (Khairunnisa & Apsari, 2019; Novianti & Sahrul, 2020;
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Rainpina et al., 2024). Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada dampak psikososial terhadap
korban, faktor risiko eksploitasi, serta pentingnya dukungan sosial dan perlindungan hukum bagi anak yang
mengalami kekerasan dan eksploitasi. Dalam konteks media, Aulia Annisa dan Baskoro (2023)
menunjukkan bahwa pemberitaan perlindungan anak di Kompas.com membangun representasi tertentu
terhadap korban dan pelaku melalui strategi bahasa dan praktik diskursif yang tidak netral. Temuan tersebut
memperlihatkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk konstruksi sosial mengenai anak
sebagai korban maupun objek perlindungan.

Kajian internasional menunjukkan bahwa representasi media terhadap kasus kekerasan dan
eksploitasi anak merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam studi perlindungan anak. Popovi¢
(2021), misalnya, menemukan bahwa pemberitaan kasus kekerasan seksual anak di media Kroasia
cenderung memosisikan korban sebagai objek pasif dari peristiwa kriminal, sementara dimensi hak anak
dan kebutuhan perlindungan jangka panjang kurang memperoleh perhatian. Temuan serupa ditunjukkan
oleh Lee, Lee, dan Chun (2023) yang menganalisis kepatuhan media Korea Selatan terhadap pedoman
pelaporan kasus kekerasan anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar media masih
menampilkan unsur sensasionalisme, reproduksi stereotip, pengungkapan identitas korban, serta minim
informasi edukatif mengenai layanan perlindungan anak. Dengan kata lain, media tidak hanya berfungsi
sebagai penyampai informasi, tetapi juga berpotensi membentuk persepsi publik yang dapat memperkuat
atau justru melemahkan agenda perlindungan anak.

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas kompleksitas persoalan ini. Penelitian
Williams et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang baru bagi anak dan remaja
untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami. Namun demikian, ruang
digital juga menjadi arena reproduksi stigma, victim blaming, dan komodifikasi penderitaan korban melalui
interaksi pengguna, algoritma platform, dan logika ekonomi perhatian. Penelitian Shields et al. (2025)
memperlihatkan bahwa komentar publik terhadap berita eksploitasi seksual anak di media daring sering
kali mengandung narasi yang menyalahkan korban atau meminimalkan dampak kekerasan yang dialami
anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak hanya terjadi pada level fisik dan material,
tetapi juga dapat berlangsung secara simbolik melalui praktik komunikasi publik dan representasi media.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung memisahkan analisis
media dari analisis kebijakan perlindungan anak. Studi media umumnya berfokus pada representasi korban,
framing pemberitaan, atau praktik jurnalistik, sedangkan studi kebijakan lebih banyak menyoroti
implementasi regulasi, mekanisme perlindungan hukum, dan efektivitas program pemerintah. Akibatnya,
masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana konstruksi diskursif yang dibangun media
berinteraksi dengan implementasi kebijakan perlindungan anak dalam membentuk pemahaman publik
terhadap eksploitasi anak. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum banyak mengkaji bagaimana media
digital berpotensi mereproduksi eksploitasi simbolik melalui sensasionalisme, ekonomi klik, dan
komodifikasi penderitaan korban, sekaligus memengaruhi legitimasi dan efektivitas kebijakan
perlindungan anak.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan
menghubungkan representasi media massa dan implementasi kebijakan perlindungan anak dalam satu
kerangka analisis yang terintegrasi. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical
Discourse Analysis/CDA), penelitian ini memandang eksploitasi anak tidak semata-mata sebagai persoalan
kriminal atau hukum, melainkan sebagai konstruksi sosial yang diproduksi, dinegosiasikan, dan
dilegitimasi melalui praktik diskursif media serta relasi kuasa yang melingkupinya. Kebaruan penelitian ini
terletak pada upaya menjelaskan keterkaitan antara representasi eksploitasi anak dalam media daring
dengan narasi perlindungan yang dibangun melalui kebijakan publik, sehingga menghasilkan pemahaman
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yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perlindungan anak dikonstruksikan dalam ruang publik
digital Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (CDA)
Fairclough untuk menganalisis representasi eksploitasi anak dalam media massa serta konstruksi
implementasi kebijakan perlindungan anak dalam wacana publik di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih
karena penelitian ini berupaya memahami makna, relasi kuasa, ideologi, dan konstruksi sosial yang
tersembunyi di balik penggunaan bahasa dalam teks media dan dokumen kebijakan. Menurut Furidha,
(2023), metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan secara
sistematis, akurat, dan faktual fenomena sosial atau peristiwa yang diamati tanpa manipulasi variabel.
Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana media massa
membentuk representasi eksploitasi anak serta bagaimana negara mengonstruksi perlindungan anak melalui
kebijakan publik. Selain itu, Sugiyono, (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi alamiah
dengan peneliti sebagai instrumen utama, sementara analisis data lebih menekankan makna dibanding
generalisasi. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak berupaya mengukur fenomena secara statistik, melainkan
menginterpretasikan praktik diskursif dan relasi sosial yang muncul dalam teks media dan kebijakan
perlindungan anak.

Sedangkan konsep metode wacana Critical Discourse Analysis (CDA) digunakan karena
pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan interdisipliner yang dapat menganalisis teks lisan atau tulisan
guna memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membangun, merefleksikan, atau memperkuat
kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dalam konteks sosial dan politik. Dalam buku analisis wacana
karangan Badara,(2012), CDA Fairclough ideal untuk mengungkap kesenjangan ini, karena
mengintegrasikan analisis teks dengan konteks sosial-politik. Sahmeni & Afifah,(2019) juga menjelaskan
bagaimana CDA digunakan untuk mengungkap ideologi dan kekuasaan dalam wacana media. CDA
membantu mengidentifikasi elemen-elemen seperti kekuasaan, ideologi, dan representasi sosial yang
tersembunyi dalam teks dan visual, sementara Policy Analysis fokus pada aspek proses kebijakan, termasuk
formulasi, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kombinasi ini memungkinkan analisis yang
holistik, di mana CDA memberikan lensa kritis terhadap narasi publik, dan Policy Analysis memberikan
pandangan praktis tentang efektivitas kebijakan.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan
mempertimbangkan relevansi berita terhadap isu eksploitasi anak dan keterkaitan dengan ruang digital.
Kriteria pemilihan berita meliputi: (1) berita membahas eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak,
(2) dokumen kebijakan pemerintah Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, (3) dipublikasikan pada media daring nasional Kompas.com periode Juli-Desember
2025, (4) memuat narasi mengenai korban, pelaku, atau kebijakan perlindungan anak, dan (5) memiliki
keterkaitan dengan media sosial atau ruang publik digital. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh lima
berita utama sebagai data analisis.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih judul berita
yang relevan dengan representasi korban, pelaku, dan kebijakan perlindungan anak; (2) kategorisasi data
berdasarkan strategi wacana seperti nominasi, kategorisasi, abstraksi, dan identifikasi; (3) interpretasi data
menggunakan tiga dimensi CDA Fairclough, yaitu text, discourse practice, dan social practice; serta (4)
penarikan kesimpulan secara interpretatif. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan
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membandingkan teks media, dokumen kebijakan, dan kajian pustaka terkait eksploitasi anak dan media
digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Eksploitasi Anak dalam Media Massa: Konstruksi Korban, Kuasa dan Sensasionalisme
Digital

Representasi merupakan cara media menggambarkan, membentuk, dan menghadirkan suatu
realitas sosial kepada masyarakat melalui bahasa, simbol, gambar, maupun narasi berita. Dalam Paiva,
(2003) berpendapat makna representasional mengacu pada wacana sebagai cara representasi aspek-aspek
dunia, yang memungkinkan artikulasi lebih dari satu wacana dalam teks yang sama (interdiskursivitas), di
samping kategori "makna kata". Dalam konteks komunikasi media, bahasa menjadi wahana yang ampuh
di mana ideologi, identitas, dan nilai-nilai dibangun dan disebarluaskan kepada khalayak massa (Oktira et
al., 2025). Fairclaugh (2013) menegaskan bahwa representasi tidak dipahami sebagai cerminan realitas
yang netral, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan media, relasi
kekuasaan, dan budaya masyarakat. dengan adanya representasi dapat melihat bagaimana media
membangun posisi pelaku, korban, serta relasi kekuasaan melalui bahasa, kategori, dan strategi wacana
(Kania & Hamdani, 2023) . Sehingga dalam pemberitaan tersebut, media tidak hanya menyampaikan fakta,
tetapi juga membentuk konstruksi sosial mengenai anak sebagai korban dan orang dewasa sebagai pelaku
dominan. Secara umum, representasi eksploitasi anak dalam media massa banyak menunjukkan indikasi
anak direpresentasikan sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya.

1. Media Menghadirkan Anak Sebagai Korban yang Lemah dan Tidak Berdaya

Dalam hampir seluruh berita, anak digambarkan sebagai pihak yang lemah, rentan, dan tidak
memiliki kuasa terhadap situasi yang dialaminya. Representasi ini terlihat melalui penggunaan strategi
kategorisasi dan identifikasi pada berita: “Iming-iming Kerja Pelayan Warung, Anak 17 Tahun Asal
Semarang Jadi Korban Eksploitasi Seksual di Berau”. Subjek korban dalam berita ini tidak disebut dengan
nama pribadi, tetapi dikategorikan melalui identitas tertentu: “anak 17 tahun” yang menunjukan kategori
usia, sementara frasa ‘“asal Semarang” menunjukan kategori daerah asal. Penyebutan kategori ini
membentuk cara pembaca memandang korban berdasarkan identitas sosialnya, bukan sebagai individu
spesifik. Selain itu, ada sedikit unsur identifikasi, karena frasa: “iming-iming kerja pelayan warung”
memberikan keterangan tambahan yang menjelaskan situasi atau latar peristiwa sebelum korban menjadi
sasaran eksploitasi. kata “iming-iming” untuk menunjukkan bahwa korban dibujuk melalui janji pekerjaan.
Anak direpresentasikan sebagai individu polos yang mudah diperdaya oleh orang dewasa. Gambaran
penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Strategi Wacana Materi Makna bagi:
Inklusi Eksklusi Pelaku/Pria Korban/wanita
1. Kategorisasi Pelaku Iming-iming Kerja  pelaku korban dibujuk
(Judul) Pelayan Warung, menyalahgunakan dengan janji
Anak 17 Tahun kekuasaan dan pekerjaan, artinya

Asal Semarang Jadi melakukan ia tidak masuk
Korban Eksploitasi  eksploitasi secara situasi itu secara
Seksual di Berau. sengaja sukarela penuh.

menggunakan tipu
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daya atau janji
Kosakata : palsu.
Iming-iming.

membujuk atau

menarik perhatian,

biasanya berupa

janji atau tawaran

yang menggiurkan.

Tabel 3.1 Analisis Wacana Pada Wacana Berita Iming-iming Kerja Pelayan Warung, Anak 17 Tahun
Asal Semarang Jadi Korban Eksploitasi Seksual di Berau

Hal serupa terlihat dalam berita: “Eksploitasi Remaja Jadi LC di Jakbar”, dalam berita “Eksploitasi Remaja
Jadi LC di Jakbar”, Representasi ini terlihat melalui penggunaan strategi kategorisasi. media menggunakan

2% ¢¢

pendekatan sensasional melalui istilah “pria hidung belang”, “mami”, dan “tempat hiburan malam”. korban
digambarkan sebagai remaja yang “lugu”, “percaya pada perekrut”, dan akhirnya dipaksa melayani pria
hidung belang. Strategi ini memperkuat moral panic di masyarakat dan menjadikan kasus eksploitasi
sebagai konsumsi media. Representasi ini memperlihatkan bahwa media membangun citra anak sebagai
korban pasif yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan dominasi orang dewasa. Dalam perspektif
Fairclough, posisi ini menunjukkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Analisis berita

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Strategi Wacana Materi Makna bagi:
Inklusi Eksklusi Pelaku/Pria Korban/wanita
1.  Kategorisasi Pelaku Eksploitasi Pelaku Merekrut Remaja tersebut
(Judul) Remaja Jadi LC di  atau mengatur dijadikan objek
Jakbar, 10 Orang  remaja untuk bekerja pemanfaatan oleh
Ditangkap sebagai LC pihak lain, bukan
Termasuk Pemilik Mendapat bekerja secara
Bar dan "Mami” keuntungan dari sukarela dalam
aktivitas tersebut kondisi aman.

Tabel 3.2 Analisis Wacana Pada Wacana Berita Eksploitasi Remaja Jadi LC di Jakbar, 10 Orang
Ditangkap Termasuk Pemilik Bar dan "Mami"

2. Kekuasaan Institusi Media dalam Mendefinisikan Anak dan Pelaku
Analisis data menunjukkan bahwa media memiliki kekuasaan simbolik yang besar dalam
menentukan siapa yang diposisikan sebagai korban dan siapa yang dikonstruksikan sebagai pelaku. Pada
sebagian besar berita, anak direpresentasikan sebagai individu yang pasif, lemah, dan tidak memiliki
kapasitas untuk bertindak. Sebaliknya, pelaku direpresentasikan sebagai individu yang memiliki kuasa,
kemampuan manipulasi, dan kontrol terhadap korban. Dalam perspektif Fairclough (1995), praktik tersebut
merupakan bentuk representasi yang tidak netral karena media berfungsi sebagai institusi sosial yang
memiliki kewenangan untuk mendefinisikan realitas. Melalui proses seleksi informasi, penekanan aspek
tertentu, dan penghilangan aspek lainnya, media membentuk cara masyarakat memahami eksploitasi anak.
Dalam hal ini, media secara konsisten menggambarkan pelaku sebagai pihak yang memiliki
kekuasaan, kontrol, dan kemampuan memanipulasi korban. Hal ini tampak dalam strategi nominasi,
identifikasi, dan kategorisasi. eksploitasi anak melalui narasi kriminalitas dan moralitas.media
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199 ¢

menggunakan istilah seperti “eksploitasi”, “asusila”, dan “pelaku” untuk mempertegas unsur kriminalitas.
Pada berita: “Polisi Bongkar Eksploitasi Anak di Kafe Humbahas Sumut” pelaku disebut sebagai: pemilik
kafe, perekrut, perantara kerja, pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari korban. Strategi
kategorisasi dalam berita menunjukkan bahwa pelaku direpresentasikan sebagai pihak dominan yang
memanfaatkan anak demi keuntungan ekonomi, sementara anak diposisikan sebagai korban pasif.
Representasi ini memperkuat pola wacana “korban vs pelaku” tanpa menggali akar struktural seperti
kemiskinan, pengangguran, atau lemahnya pengawasan negara. Media menampilkan pelaku sebagai pihak
yang: sadar melakukan eksploitasi, menggunakan media sosial sebagai alat perekrutan, memanfaatkan
kondisi ekonomi korban. Representasi tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi anak dipahami media
sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja demi keuntungan ekonomi dan seksual. Dalam analisis
Fairclough, bahasa yang digunakan media memperkuat legitimasi bahwa pelaku adalah “aktor kriminal”
yang pantas dihukum. Analisis berita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Strategi Wacana Materi Makna bagi:
Inklusi Eksklusi Pelaku/Pria Korban/wanita
1. kategorisasi Pelaku Polisi bongkar Pelaku tidak lagi ~ korban awalnya mungkin
(Judul) eksploitasi anak aman mereka tertipu oleh tawaran
di kafe Humbahas menghadapi kerja di media sosial,
Sumut, modus konsekuensi sehingga mereka tidak
rekrut kerja di hukum serius, sepenuhnya sadar akan
medsos. terutama karena risiko.
eksploitasi anak
termasuk

kejahatan berat. Kehilangan
hak,kebebasan, dan

Kosakata : Cara memperoleh  martabat serta Perasaan

Eksploitasi Anak. keuntungan dipaksa atau
Pemanfaatan dimanfaatkan yang Bisa
orang lain sebagai menimbulkan trauma
“alat” untuk jangka panjang.

mencapai tujuan.

Tabel 3.3 Analisis Wacana Pada Wacana Berita Polisi Bongkar Eksploitasi Anak di Kafe Humbahas
Sumut, Modus Rekrut Kerja di Medsos

Yang menarik, hampir seluruh berita lebih menekankan identitas individual pelaku dibandingkan faktor-
faktor struktural yang memungkinkan eksploitasi terjadi. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi, rendahnya
literasi digital, lemahnya pengawasan platform digital, dan kerentanan sosial keluarga jarang menjadi fokus
utama pemberitaan. Akibatnya, eksploitasi anak direduksi menjadi persoalan moral individu, bukan
persoalan struktural yang berkaitan dengan sistem sosial yang lebih luas. Praktik diskursif semacam ini
menguntungkan institusi media karena narasi kriminal individual lebih mudah dipahami, lebih menarik
secara emosional, dan lebih mudah dikonsumsi publik dibandingkan analisis struktural yang kompleks.
Dengan demikian, media tidak hanya melaporkan realitas, tetapi juga menentukan batas-batas bagaimana
realitas tersebut dapat dipahami oleh masyarakat.
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3. Media Mereproduksi ldeologi Patriarki dalam Wacana Ekxploitasi Anak

Meskipun media secara eksplisit mengutuk tindakan eksploitasi anak, analisis kritis menunjukkan
bahwa sebagian pemberitaan masih mereproduksi ideologi patriarki secara implisit. Hal ini terlihat dari
penggunaan istilah seperti pria hidung belang, mami, wanita penghibur, atau berbagai label moral yang
mengasosiasikan eksploitasi seksual dengan penyimpangan individu tertentu. Penggunaan istilah tersebut
menciptakan kesan bahwa masalah utama terletak pada karakter moral pelaku, bukan pada struktur relasi
kuasa yang memungkinkan eksploitasi terjadi. Representasi ini menunjukkan bahwa tubuh dan identitas
anak dikonstruksi sebagai komoditas sosial dalam relasi kapitalisme dan kemiskinan. Dalam berita: “2
Anak di Bawah Umur di Surabaya Dieksploitasi Ayahnya untuk Dapat Bantuan” anak digambarkan
sebagai: “alat untuk mendapatkan bantuan.” Representasi ini terlihat melalui penggunaan strategi
abstraksi. Subjek korban tidak disebut secara spesifik (nama, identitas, usia detail), tetapi dibuat lebih
umum dengan frasa “2 anak di bawah umur”. Penggunaan angka dan kategori umum itu membuat korban
tampil sebagai representasi kasus, bukan individu tertentu. Dari tabel analisis terlihat bahwa media
merepresentasikan anak sebagai objek yang dimanfaatkan demi keuntungan tertentu. Analisis berita
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Strategi Wacana Materi Makna bagi:
Inklusi Eksklusi Pelaku/Pria Korban/wanita
1.  Abstraksi Pelaku 2 Anak di Bawah Memanfaatkan anak- Dijadikan sarana atau
(Judul) Umur di Surabaya  anaknya secara tidak alat oleh orang tua
Dieksploitasi benar sendiri.
Ayahnya untuk Menjadikan anak
Dapat Bantuan. sebagai alat untuk
mendapatkan

keuntungan, dalam hal
ini bantuan.

Tabel 3.4 Analisis Wacana Pada Wacana Berita 2 Anak di Bawah Umur di Surabaya Dieksploitasi
Ayahnya untuk Dapat Bantuan

Berita “Remaja Jambi Trauma Mendalam Usai Dijual Tantenya” sangat menonjolkan aspek psikologis
korban seperti: tremor, diam, menangis, trauma mendalam. Representasi ini terlihat melalui penggunaan
strategi kategorisasi. Subjek tidak disebut secara spesifik namanya, tetapi dikategorikan sebagai “Remaja
Jambi”. Pelaku pengguna jasa juga dikategorikan sebagai “pria hidung belang”. Penggunaan label atau
kategori sosial seperti ini merupakan ciri strategi kategorisasi dalam analisis wacana. Strategi ini
menghasilkan efek emosional yang kuat bagi pembaca. Media membangun simpati publik melalui
penggambaran penderitaan korban secara detail. dalam perspektif Fairclough, praktik tersebut
menunjukkan bahwa media menggunakan eksploitasi emosi sebagai bagian dari produksi wacana. Analisis
berita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Strategi Wacana Materi Makna bagi:
Inklusi Eksklusi Pelaku/Pria Korban/wanita
1. kategorisasi Pelaku Remaja Jambi Trauma Tantenya adalah Seorang remaja yang
(Judul) Mendalam Usai Dijual pelaku utama yang mengalami
Tantenya untuk Layani melakukan eksploitasi gangguan emosional
Pria Hidung Belang.
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atau perdagangan akibat kejadian yang
manusia. dialaminya.

Tabel 3.5 Analisis Wacana Pada Wacana Berita Remaja Jambi Trauma Mendalam Usai Dijual Tantenya
untuk Layani Pria Hidung Belang.

Data di atas dengan jelas menunjukkan bahwa judul berita ini menggunakan pendekatan sensasional dengan
menampilkan detail traumatis korban dengan fokus media lebih banyak diarahkan pada trauma korban dan
kekejaman pelaku dibandingkan pembahasan mengenai sistem perlindungan sosial. di sisi lain, pemberitaan
semacam ini berpotensi menjadikan trauma korban sebagai komoditas media (commodification of
suffering). Dalam hal ini, paradigma Fairclaugh menunjukkan eksploitasi seksual anak merupakan
manifestasi dari relasi kuasa patriarkal yang menempatkan tubuh perempuan dan anak sebagai objek yang
dapat dikontrol, dipertukarkan, dan dikomodifikasi. Namun dimensi ini relatif tidak tampak dalam sebagian
besar pemberitaan. Sebaliknya, media lebih sering menghadirkan eksploitasi sebagai kasus kriminal
individual yang terpisah dari struktur sosial yang lebih luas. Temuan ini sejalan dengan Popovi¢ (2021)
yang menemukan bahwa media cenderung merepresentasikan korban kekerasan seksual anak sebagai objek
penderitaan yang pasif, sementara akar struktural ketidaksetaraan gender sering kali tidak memperoleh
perhatian yang memadai. Dengan demikian, meskipun media tampak berpihak kepada korban, pemberitaan
tersebut secara tidak langsung masih mereproduksi logika patriarki dengan mengabaikan dimensi struktural
ketimpangan gender yang menjadi latar belakang eksploitasi.

Representasi Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan publik agar tujuan yang
telah ditetapkan dapat tercapai secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan
perlindungan anak di Indonesia dalam media massa melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 dikonstruksikan
sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak, keamanan, dan kesejahteraan anak di tengah
meningkatnya persoalan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta pelanggaran hak anak. Kebijakan ini
menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan negara-sentris menuju pendekatan partisipatif
yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, media, dan masyarakat sipil dalam perlindungan anak.

Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum semata, tetapi juga
sebagai instrumen sosial yang digunakan negara untuk membangun citra perlindungan terhadap kelompok
rentan, khususnya anak-anak. Media massa kemudian berperan sebagai ruang publik yang memperkuat
narasi tentang pentingnya perlindungan anak melalui pemberitaan, opini publik, dan reproduksi wacana
hukum. representasi implementasi kebijakan perlindungan anak dalam wacana publik dikonstruksi melalui
cara media dan teks hukum menggambarkan posisi pelaku, korban, serta relasi kuasa di antara keduanya.
Perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dapat dilihat dalam pembahasan berikut:

1. Representasi melalui Strategi Nominasi.

Pada bagian judul, “UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” menampilkan negara
sebagai aktor utama yang hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Dalam konstruksi
ini, pelaku direpresentasikan sebagai pihak yang dapat dikenai sanksi pidana, denda, dan tindakan hukum
lain. Representasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dibangun dengan pendekatan
represif dan legal-formal terhadap pelaku pelanggaran hak anak. Sementara itu, anak dikonstruksikan
sebagai korban yang membutuhkan perlindungan negara. Anak diposisikan sebagai subjek yang hak-
haknya harus dijamin melalui kebijakan hukum. Wacana ini memperlihatkan bahwa implementasi
kebijakan perlindungan anak dibangun atas dasar relasi kuasa antara negara sebagai pelindung dan anak
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sebagai kelompok rentan yang memerlukan intervensi hukum. Analisis representasi darikebijakan
perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Strategi Wacana Materi Makna bagi:
Inklusi Eksklusi Pelaku/Pria Korban/wanita
1. Nominasi Pelaku UU Nomor 35 Tahun  pelaku dapat dikenai ~ UU ini dibuat untuk
(Judul) 2014 tentang sanksi pidana, denda, melindungi anak
Perubahan atas atau tindakan hukum  sebagai korban, serta
undang-undang nomor lain sesuai jenis jaminan keamanan
23 tahun 2002 tentang  pelanggaran. dan hak-haknya.

perlindungan anak.

Tabel 3.7 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak.

Berdasarkan perspektif Fairclough, data pada tabel tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk praktik
diskursif yang menunjukkan bagaimana bahasa hukum membangun relasi kuasa, representasi sosial, dan
ideologi perlindungan anak dalam masyarakat. Fairclough memandang bahasa bukan sekadar alat
komunikasi, tetapi juga instrumen sosial yang membentuk realitas, mempertahankan kekuasaan, dan
mereproduksi ideologi tertentu. Dalam konteks ini, UU Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya berfungsi
sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai praktik diskursif yang mengonstruksi identitas pelaku dan korban
secara sosial maupun institusional. Pada aspek nominasi (judul), teks “UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” menunjukkan strategi
inklusi melalui penyebutan langsung “perlindungan anak.” Pemilihan kata “perlindungan”
merepresentasikan posisi negara sebagai aktor dominan yang memiliki otoritas moral dan hukum untuk
melindungi kelompok rentan dan anak diposisikan sebagai subjek yang lemah dan membutuhkan intervensi
negara. Pada saat yang sama, penggunaan istilah “perlindungan” secara implisit juga mengonstruksi
keberadaan ancaman sosial yang membahayakan anak, meskipun ancaman tersebut tidak disebutkan secara
eksplisit dalam judul.

Strategi eksklusi terlihat dari tidak disebutkannya secara langsung bentuk kekerasan, eksploitasi,
atau identitas pelaku dalam judul undang-undang. Penghilangan aktor tertentu merupakan bentuk ideologis
yang dapat mengaburkan sumber kekuasaan atau pelaku dominan dalam suatu persoalan sosial (Fairclaugh,
2013). Dengan tidak menyebut “kekerasan seksual,” “eksploitasi,” atau “pelaku,” teks hukum cenderung
memproduksi kesan netral dan universal. Hal ini menunjukkan bahwa negara berusaha membangun
legitimasi hukum yang bersifat umum dan formal, bukan emosional atau konfrontatif. Akan tetapi, secara
implisit, eksklusi tersebut juga dapat mengurangi visibilitas relasi kuasa patriarkal yang sering menjadi akar
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam kolom makna bagi pelaku/pria, frasa “pelaku dapat dikenai
sanksi pidana, denda, atau tindakan hukum lain sesuai jenis pelanggaran” menunjukkan representasi pelaku
sebagai subjek hukum yang berada di bawah kontrol negara. Fairclough menjelaskan bahwa bahasa hukum
sering digunakan untuk menunjukkan dominasi institusional melalui mekanisme regulasi dan kontrol
sosial. Kata “dapat dikenai” memperlihatkan kekuasaan negara dalam menentukan legitimasi hukuman.
Namun, penggunaan struktur pasif tersebut juga menarik karena tidak secara langsung menyebut siapa yang
menghukum pelaku. Negara sebagai aktor penghukum hadir secara implisit melalui sistem hukum. Dalam
konteks gender, representasi “pelaku/pria” menunjukkan adanya konstruksi sosial bahwa laki-laki sering
diasosiasikan dengan posisi dominan atau aktor kekerasan dalam relasi sosial patriarkal.

Sementara itu, pada kolom makna bagi korban/wanita, frasa “UU ini dibuat untuk melindungi anak
sebagai korban, serta jaminan keamanan dan hak-haknya” membangun representasi korban sebagai pihak
yang membutuhkan perlindungan institusional. Dalam CDA Fairclough, representasi ini menunjukkan
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praktik ideologis yang memosisikan korban sebagai kelompok subordinat yang rentan dan membutuhkan
intervensi negara. Kata “jaminan keamanan” memperlihatkan bahwa negara mencoba membangun citra
sebagai pelindung moral masyarakat. Namun demikian, secara kritis dapat dianalisis bahwa korban masih
ditempatkan dalam posisi pasif sebagai penerima perlindungan, bukan sebagai agen yang memiliki suara
atau kekuasaan dalam proses hukum dan sosial. Lebih jauh, analisis Fairclough juga melihat hubungan
antara teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pada level teks, UU ini menggunakan bahasa legal formal
yang menekankan perlindungan dan sanksi hukum. Pada level praktik diskursif, undang-undang diproduksi
dan disebarluaskan oleh institusi negara sebagai bentuk legitimasi kebijakan perlindungan anak. Sedangkan
pada level praktik sosial, teks ini merefleksikan kondisi sosial Indonesia yang masih menghadapi tingginya
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kuatnya relasi patriarki dalam masyarakat. Dengan
demikian, undang-undang ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga alat ideologis negara untuk
membangun narasi tentang perlindungan, moralitas, dan kontrol sosial terhadap kekerasan berbasis gender
dan anak.

2. Representasi melalui Strategi Abstraksi.

Dalam pasal 76 A bagian (a) Undang-Undang no35 tahun 2014 yang berbunyi “memperlakukan
Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian sehingga menghambat fungsi
sosialnya”, menunjukkan bahwa kebijakan direpresentasikan melalui konsep abstrak seperti diskriminasi,
kerugian, dan hambatan fungsi sosial. penggunaan istilah abstrak ini memperluas makna kekerasan
terhadap anak, tidak hanya sebatas kekerasan fisik tetapi juga perlakuan tidak adil secara sosial. Pada level
teks, strategi abstraksi ini membangun kesadaran bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab
sosial yang lebih luas. penggunaan istilah abstrak seperti diskriminatif, kerugian, dan hambatan fungsi
sosial menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik, tetapi juga
mencakup berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang dapat mengganggu perkembangan anak. Istilah
diskriminatif merepresentasikan berbagai perlakuan tidak setara yang dapat dialami anak berdasarkan
kondisi sosial, ekonomi, gender, maupun latar belakang lainnya. Sementara itu, istilah kerugian dan
hambatan fungsi sosial memperlihatkan bahwa dampak kekerasan tidak hanya bersifat material, tetapi juga
dapat memengaruhi rasa aman, harga diri, partisipasi sosial, dan perkembangan psikologis anak dalam
jangka panjang.

No. Strategi Wacana Materi Makna bagi:
Inklusi Eksklusi Pelaku/Pria Korban/wanita
1. Abstraksi Pelaku memperlakukan perlakuan berbeda, Anak merasa

(Isi kalimat) Anak secara tidak adil, diperlakukan tidak
diskriminatif yang merendahkan, setara atau tidak
mengakibatkan Anak mengabaikan, atau dihargai dibanding
mengalami kerugian ~ membatasi hak anak  anak lain.
sehingga karena alasan tertentu.
menghambat fungsi
sosialnya.

Tabel 3.8 memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian
sehingga menghambat fungsi sosialnya.

Sementara itu, pada level praktik diskursif penggunaan konsep-konsep abstrak dalam pasal ini
menunjukkan upaya negara membangun kerangka perlindungan anak yang melampaui pendekatan hukum
pidana konvensional. Teks hukum tidak menyebut secara spesifik identitas pelaku, seperti orang tua, guru,
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atau institusi tertentu. Dalam perspektif Fairclough, absennya aktor tersebut merupakan bentuk eksklusi
diskursif yang menciptakan kesan universal dan objektif sehingga regulasi dapat berlaku bagi semua pihak.
Namun, penghilangan identitas pelaku juga berpotensi menyamarkan struktur sosial yang menjadi akar
diskriminasi terhadap anak, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan relasi patriarki. Pada level praktik
sosial, pasal ini merefleksikan pergeseran menuju pendekatan berbasis hak, yang menempatkan anak
sebagai subjek hukum dengan hak atas kesetaraan, perkembangan, dan partisipasi sosial. Selain itu, teks ini
membangun diskursus tanggung jawab kolektif dengan melibatkan negara, keluarga, dan masyarakat dalam
perlindungan anak. Dengan demikian, bahasa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi,
tetapi juga mereproduksi ideologi perlindungan anak dan legitimasi negara dalam mengelola persoalan
sosial.

3. Representasi melalui Strategi Kategorisasi.

Pada bagian “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak
melakukan persetubuhan dengan orang lain”, kebijakan ini direpresentasikan dengan kategorisasi yang
tegas terhadap pelaku dan korban. Pelaku dikategorikan sebagai individu yang melakukan kekerasan dan
penyalahgunaan kuasa, sedangkan anak diposisikan sebagai korban eksploitasi seksual yang mengalami
penderitaan fisik maupun mental. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa wacana publik membangun citra
anak sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dominasi orang dewasa.
Implementasi kebijakan perlindungan anak kemudian dipahami sebagai upaya negara untuk membatasi
dominasi tersebut melalui aturan hukum dan sanksi pidana. Analisis representasi dari implementasi
kebijakan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Strategi Wacana Materi Makna bagi:
Inklusi Eksklusi Pelaku/Pria Korban/wanita
1. Kategorisasi Pelaku Setiap Orang dilarang  Tindakan ini Anak mengalami
(Is1 kalimat) melakukan Kekerasan menunjukkan kerugian karena
atau ancaman kurangnya tanggung  hak-haknya tidak
Kekerasan memaksa  jawab dan dapat terpenuhi dan juga
Anak melakukan menimbulkan dampak dapat mengalami
persetubuhan dengan  hukum maupun tekanan fisik
orang lain. sosial. maupun mental.

Tabel 3.9 Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak
melakukan persetubuhan dengan orang lain.

Data pada Tabel 3.9 dapat dianalisis sebagai praktik diskursif yang menunjukkan bagaimana bahasa
hukum membangun kategorisasi sosial terhadap pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual terhadap
anak. Dalam pendekatan Fairclough, teks hukum tidak bersifat netral, melainkan mengandung ideologi,
relasi kuasa, dan representasi sosial tertentu yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial.
Pada strategi kategorisasi, kalimat diatas menunjukkan bagaimana teks hukum mengelompokkan aktor
sosial ke dalam dua kategori utama, yaitu pelaku dan korban. Penggunaan frasa “Setiap Orang” merupakan
bentuk inklusi yang sangat luas dan universal. Pilihan bahasa ini menunjukkan bahwa negara berusaha
membangun legitimasi hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial,
gender, atau kedudukan tertentu. Penggunaan istilah umum tersebut memperlihatkan bahwa siapa pun dapat
menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan karena itu seluruh masyarakat berada dalam
pengawasan hukum negara.
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Namun demikian, strategi eksklusi juga terlihat dalam teks tersebut karena identitas spesifik pelaku
tidak disebutkan secara langsung. Tidak adanya penyebutan kategori sosial tertentu, seperti laki-laki, orang
dewasa, keluarga, atau pihak yang memiliki relasi kuasa terhadap anak, membuat struktur sosial di balik
kekerasan menjadi kurang terlihat. Penghilangan identitas pelaku dapat dipahami sebagai bentuk ideologis
yang mengaburkan relasi kuasa sosial dan patriarki yang sering kali menjadi akar kekerasan seksual
terhadap perempuan dan anak (Marshall, 2024). Dengan demikian, teks hukum cenderung memproduksi
kesan objektif dan universal, tetapi pada saat yang sama dapat menyamarkan dominasi kelompok tertentu
dalam praktik kekerasan. Dalam kolom makna bagi pelaku/pria, tindakan kekerasan dipahami sebagai
bentuk “kurangnya tanggung jawab” yang menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial. Dari perspektif
Fairclough (2003), representasi ini memperlihatkan bagaimana negara menggunakan bahasa moral dan
hukum untuk mendisiplinkan perilaku sosial. Kata “dilarang” menunjukkan bentuk kekuasaan institusional
negara yang bersifat koersif. Negara hadir sebagai otoritas yang menentukan batas perilaku yang dianggap
menyimpang dan layak dihukum. Selain itu, penggunaan istilah “ancaman kekerasan” memperluas definisi
kekerasan tidak hanya pada tindakan fisik, tetapi juga tekanan psikologis dan intimidasi. Hal ini
menunjukkan bahwa teks hukum mencoba membangun pemahaman sosial yang lebih luas mengenai
bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak.

Representasi pelaku dalam teks ini juga menunjukkan adanya konstruksi maskulinitas negatif secara
implisit. Meskipun teks tidak secara eksplisit menyebut laki-laki sebagai pelaku, dalam konteks sosial
patriarki, pelaku kekerasan seksual sering diasosiasikan dengan posisi dominan laki-laki terhadap
kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam analisis CDA, teks ini dapat dipahami sebagai refleksi relasi kuasa
gender di masyarakat, di mana anak dan perempuan sering berada pada posisi subordinat. Sementara itu,
pada kolom makna bagi korban/wanita, anak direpresentasikan sebagai pihak yang mengalami “kerugian”
serta tekanan fisik dan mental akibat hak-haknya tidak terpenuhi. Dalam hal ini representasi korban sebagai
pithak yang menderita menunjukkan praktik diskursif yang membangun identitas anak sebagai kelompok
rentan yang membutuhkan perlindungan negara (Fairclough, 2001). Kata “kerugian” tidak hanya bermakna
material, tetapi juga menunjukkan hilangnya rasa aman, kebebasan, dan hak atas perkembangan psikologis
yang sehat. Lebih jauh, penggunaan frasa “hak-haknya tidak terpenuhi” memperlihatkan bahwa kekerasan
seksual diposisikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bukan sekadar persoalan moral individu. Dalam
CDA, bahasa hak asasi manusia memiliki fungsi ideologis untuk memperkuat legitimasi intervensi negara
dalam ranah sosial dan keluarga. Negara membangun narasi bahwa perlindungan anak merupakan tanggung
jawab kolektif yang harus dijamin melalui instrumen hukum.

Pada level praktik sosial, teks in1 merefleksikan kondisi sosial Indonesia yang masih menghadapi
tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai
regulasi hukum, tetapi juga sebagai alat sosial untuk membentuk kesadaran publik mengenai bahaya
kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan anak. Dengan demikian, teks hukum ini berfungsi sebagai
praktik kekuasaan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membentuk ideologi sosial mengenai
moralitas, perlindungan, dan relasi gender dalam masyarakat. Secara umum, perlindungan anak dalam
undang-undang ini diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, kebijakan
Perlindungan Anak mencerminkan pergeseran negara menuju pendekatan berbasis hak. Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 merepresentasikan transformasi penting dalam cara negara memandang anak. Anak
tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai objek perlindungan yang pasif, melainkan semakin diposisikan
sebagai subjek hukum dan sosial yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara,
keluarga, dan masyarakat. Transformasi ini terlihat melalui implementasi akses pendidikan, layanan
kesehatan, program pencatatan kelahiran, pembentukan lembaga perlindungan anak, serta penyediaan
layanan rehabilitasi bagi anak-anak rentan.
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Relasi Wacana Media Massa dan Kebijakan Perlindungan Anak: Konstruksi Eksploitasi Anak
dalam Ruang Publik

Relasi antara media massa dan kebijakan perlindungan anak sebelumnya menunjukkan bahwa
eksploitasi anak tidak hanya dipahami sebagai persoalan kriminal individual, tetapi juga sebagai konstruksi
sosial yang dibentuk melalui praktik diskursif dalam ruang publik. Fairclough (2003) mengaskan media
dan kebijakan publik saling berinteraksi dalam membentuk cara masyarakat memahami posisi anak, pelaku,
serta tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak. Media massa berfungsi sebagai arena produksi
makna yang membingkai eksploitasi anak melalui narasi tertentu, sementara kebijakan publik hadir sebagai
instrumen negara yang berupaya membangun legitimasi perlindungan anak melalui regulasi dan kontrol
sosial. Menurut Livingstone, (2015) menyampaikan dengan adanya regulasi dan pengawasan tersebut
tampaknya tujuan kebijakan yang mudah adalah memaksimalkan peluang akses internet sambil
meminimalkan risiko bahaya. Dengan demikian, ruang publik digital menjadi tempat terjadinya negosiasi
wacana antara kepentingan media, negara, dan masyarakat dalam mendefinisikan eksploitasi anak.

Dalam praktiknya, media massa cenderung merepresentasikan eksploitasi anak melalui pendekatan
kriminalitas, moralitas, dan sensasionalisme. Pemberitaan yang dianalisis dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa media lebih banyak menonjolkan penderitaan korban, kekejaman pelaku, serta unsur
emosional yang dapat menarik perhatian publik. Anak direpresentasikan sebagai korban yang lemah,
rentan, dan tidak berdaya, sedangkan pelaku dikonstruksikan sebagai aktor kriminal individual yang
menyalahgunakan kekuasaan terhadap kelompok rentan. Representasi semacam ini memperlihatkan bahwa
media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga membangun struktur makna tertentu mengenai siapa
yang dianggap korban, siapa yang diposisikan sebagai ancaman, dan bagaimana masyarakat seharusnya
merespons kasus eksploitasi anak.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Jennifer L. Weatherred yang menjelaskan bahwa media
sering menggunakan pendekatan dramatis dan emosional dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap
anak. Menurut Weatherred, (2015) media cenderung mengeksploitasi aspek trauma dan penderitaan korban
untuk meningkatkan daya tarik berita, sehingga kasus eksploitasi anak sering berubah menjadi komoditas
media dalam logika ekonomi klik dan konsumsi publik. Dalam konteks ini, penderitaan anak tidak hanya
dipahami sebagai tragedi sosial, tetapi juga sebagai materi yang memiliki nilai ekonomi dalam industri
media digital. Akibatnya, pembahasan mengenai faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial,
budaya patriarki, dan lemahnya pengawasan negara sering kali menjadi kurang terlihat dibanding
eksploitasi emosional korban dalam teks berita.

Selain membentuk narasi kriminalitas, media juga berperan dalam membangun moral panic di
masyarakat. Penggunaan istilah seperti “pria hidung belang”, “mami”, “eksploitasi seksual”, dan “trauma
mendalam” menunjukkan bagaimana media menggunakan bahasa moralistik untuk memperkuat persepsi
publik terhadap bahaya eksploitasi anak. Dalam perspektif CDA Fairclough, praktik ini menunjukkan
bahwa media memiliki kekuasaan simbolik untuk menentukan kategori sosial tertentu sebagai ancaman
moral bagi masyarakat. Pada saat yang sama, media juga membangun legitimasi terhadap tindakan negara
dalam melakukan pengawasan, kriminalisasi, dan kontrol sosial terhadap pelaku eksploitasi anak. Dengan
kata lain, media tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga memperkuat posisi negara sebagai
aktor utama dalam perlindungan anak.

Di sisi lain, kebijakan perlindungan anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 merepresentasikan eksploitasi anak sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani
melalui pendekatan hukum dan kelembagaan. Negara dikonstruksikan sebagai pelindung utama anak
melalui regulasi, sanksi pidana, rehabilitasi sosial, dan pengawasan terhadap kekerasan maupun eksploitasi
seksual. Dalam wacana kebijakan, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup,
tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Namun demikian,
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implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam konteks ruang publik digital
yang semakin kompleks. Konstruksi kebijakan perlindungan anak juga memperlihatkan adanya pendekatan
negara-sentris dalam menangani eksploitasi anak. Negara hadir sebagai aktor dominan yang menentukan
standar moral, legalitas, dan bentuk perlindungan yang dianggap sah. Akan tetapi, dalam praktik sosial,
perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi formal, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya
media, literasi digital masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, dan relasi kuasa dalam masyarakat. Oleh
sebab itu, meskipun kebijakan perlindungan anak telah diperkuat secara normatif, ruang digital tetap
menjadi arena yang rentan terhadap reproduksi eksploitasi anak melalui media sosial, platform digital, dan
ekonomi konten daring.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara media dan perlindungan hak anak juga telah lama
menjadi perhatian. R. D. Masardi menjelaskan bahwa media di Indonesia sering menghadapi dilema antara
fungsi edukasi publik dan kepentingan komersial media. Media memiliki tanggung jawab moral untuk
melindungi identitas, martabat, dan hak anak, namun dalam praktiknya pemberitaan tentang anak sering
masih menampilkan unsur sensasionalisme, eksploitasi visual, dan pelanggaran privasi korban. Kondisi ini
menunjukkan bahwa media belum sepenuhnya menerapkan prinsip child-sensitive journalism dalam
peliputan kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Dalam ruang publik digital, reproduksi berita melalui
media sosial bahkan memperbesar risiko eksploitasi simbolik terhadap korban karena identitas dan trauma
korban dapat tersebar secara luas tanpa kontrol yang memadai.

Dengan demikian, relasi antara media massa dan kebijakan perlindungan anak menunjukkan adanya
keterkaitan yang kompleks antara produksi wacana, relasi kuasa, dan praktik sosial dalam ruang publik
digital. Media berperan dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai eksploitasi anak, sementara
kebijakan negara berfungsi sebagai mekanisme regulasi dan kontrol sosial terhadap persoalan tersebut.
Namun demikian, keduanya juga dapat mereproduksi bentuk-bentuk dominasi tertentu apabila
perlindungan anak hanya dipahami melalui pendekatan kriminalitas dan moralitas semata tanpa
memperhatikan faktor struktural yang melatarbelakangi eksploitasi anak. Oleh karena itu, perlindungan
anak di era digital memerlukan pendekatan yang lebih transformatif dan partisipatif melalui integrasi
kebijakan publik, literasi media, etika jurnalistik, penguatan komunitas, serta perlindungan hak anak
berbasis ruang digital.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana eksploitasi anak direpresentasikan dalam media
massa daring dan bagaimana perlindungan anak dikonstruksikan dalam kebijakan publik di Indonesia
melalui perspektif Analisis Wacana Kritis Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa
dan kebijakan publik membangun representasi yang berbeda namun saling berkaitan dalam memahami
eksploitasi anak. Media cenderung merepresentasikan eksploitasi anak melalui narasi kriminalitas,
moralitas, dan sensasionalisme, dengan menempatkan anak sebagai korban pasif yang rentan dan pelaku
sebagai aktor kriminal individual. Konstruksi tersebut menghasilkan perhatian publik yang tinggi terhadap
kasus eksploitasi anak, tetapi pada saat yang sama mengaburkan faktor-faktor struktural seperti kemiskinan,
ketimpangan sosial, budaya patriarki, dan kapitalisme digital yang turut memungkinkan eksploitasi terjadi.
Sebaliknya, kebijakan perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
merepresentasikan negara sebagai aktor dominan dalam menjamin hak dan perlindungan anak melalui
pendekatan hukum, regulasi, dan kontrol sosial. Pada level praktik sosial, temuan ini menunjukkan bahwa
perlindungan anak dikonstruksikan sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, keluarga, dan
masyarakat, meskipun negara tetap menempati posisi sentral dalam menentukan norma dan mekanisme
perlindungan.
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Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Analisis Wacana Kritis

dengan menunjukkan bagaimana representasi media dan kebijakan tidak hanya merefleksikan realitas
eksploitasi anak, tetapi juga memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa, ideologi perlindungan, serta
legitimasi institusi dalam ruang publik digital. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya
penguatan jurnalisme yang sensitif terhadap hak anak, peningkatan literasi digital masyarakat, serta
penguatan kolaborasi antara pemerintah, media, platform digital, dan masyarakat sipil untuk menciptakan
sistem perlindungan anak yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan eksploitasi anak
di era digital. anak

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1.

2.

3.

[1]

[2]

[3]

[4]

[3]

[6]

[7]

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap konten digital dan pemberitaan media yang
berkaitan dengan anak melalui regulasi dan mekanisme perlindungan digital berbasis hak anak.
Media massa perlu menerapkan prinsip child-sensitive journalism dengan menghindari eksploitasi
trauma korban, sensasionalisme, dan pelanggaran privasi anak dalam pemberitaan.

Platform digital perlu meningkatkan sistem moderasi konten serta pengawasan terhadap eksploitasi
anak di media sosial dan ruang digital.

Masyarakat dan institusi pendidikan perlu memperkuat literasi digital dan pendidikan perlindungan
anak untuk mencegah reproduksi eksploitasi dalam ruang publik digital.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian pada platform media sosial
seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk melihat bentuk eksploitasi anak dalam ekonomi
kreator digital.
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